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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sanitasi Tempat-tempat Umum
a. Pengertian Sanitasi

Sanitasi merupakan suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (http://www.who.int). Menurut Notoatmodjo (2003), sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terbebas dari ancaman penyakit.

b. Pengertian tempat-tempat umum

Tempat-tempat umum merupakan suatu tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakuikan kegiatan baik secara insidentil maupun terus-menerus, baik secara membayar, maupun tidak. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari.

c. Pengertian sanitasi tempat-tempat umum

Sanitasi tempat-tempat umum adalah: suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit, atau Sanitasi tempat-tempat umum merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan.

2. Pengawasan Sanitasi Tempat Umum

Tujuan dari pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, antara lain:

a. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.

b. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum.

Ada beberapa jenis-jenis tempat umum, antara lain:

a. Hotel

b. Kolam renang

c. Pasar

d. Salon

e. Panti Pijat

f. Tempat wisata

g. Terminal

h. Tempat ibadah

Syarat-syarat dari sanitasi tempat-tempat umum, yaitu:

a. Diperuntukkan bagi masyarakat umum

b. Harus ada gedung dan tempat yang permanent

c. Harus ada aktivitas (pengusaha, pegawai, pengunjung)

d. Harus ada fasilitas (SAB, WC, Urinoir, tempat sampah, dll)

Aspek penting dalam penyelenggaraan sanitasi tempat-tempat umum yaitu:

a. Aspek teknis/hukum (persyaratan H dan S, peraturan dan perundang-undangan sanitasi).

b. Aspek sosial, yang meliputi pengetahuan tentang : kebiasan hidup, adat istiadat, kebudayaan, keadaan ekonomi, kepercayaan, komunikasi,dll.

c. Aspek administrasi dan management, yang meliputi penguasaan pengetahuan tentang cara pengelolaan STTU yang meliputi: Man, Money, Method, Material, dan Machine.

Secara spesifik ada beberapa ruang lingkup sanitasi tempat-tempat umum, yaitu:

a. Penyediaan air minum (Water Supply)

b. Pengelolaan sampah padat, air kotor, dan kotoran manusia (wastes disposal meliputi sawage, refuse, dan excreta)

c. Higiene dan sanitasi makanan (Food Hygiene and Sanitation)

d. Perumahan dan kontruksi bangunan (Housing and Contruction)

e. Pengawasan Vektor (Vector Control)

f. Pengawasan pencemaran fisik (Physical Pollution)

g. Higiene dan sanitasi industri (Industrial Hygiene and Sanitation)

Kegiatan yang mendasari sanitasi tempat-tempat umum (STTU), yaitu:

a. Pemetaan (monitoring)

Pemetaan (monitoring) adalah meninjau atau memantau letak, jenis dan jumlah tempat-tempat umum yang ada kemudian disalin kembali atau digambarkan dalam bentuk peta sehingga mempermudah dalam menginspeksi tempat-tempat umum tersebut.

b. Inspeksi sanitasi

Inspeksi sanitasi adalah penilaian serta pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan mencari informasi kepada pemilik, penanggung jawab dengan mewawancarai dan melihat langsung kondisi tempat umum untuk kemudian diberikan masukan jika perlu apabila dalam pemantauan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan pembenahan.

c. Penyuluhan

Penyuluhan terhadap masyarakat (edukasi) terutama untuk menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari TTU.

3. Salon Kecantikan

a. Pengertian
Menurut hasil lokakarya persatuan ahli kecantikan pada tahun 1992, salon kecantikan adalah merupakan sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparative, aparatif, dan dekoratif tanpa tindakan operasi (Depkes RI,1992 dalam Shofiyati 2003: 31).

Sejalan dengan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa salon kecantikan merupakan suatu bentuk usaha dibidang pelayanan jasa yang memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang tata kecantikan. Industri jasa salon kecantikan disebut juga industri repeat business, artinya usaha ini mengandalkan para langganan untuk kembali secara teratur kesalon tersebut disamping terus menerus mencari pelanggan baru (Sugiarto, 1999: 86).

b. Jenis-jenis Salon Kecantikan

Salon kecantikan di Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi modern. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kaum wanita yang ingin tetap sehat dan cantik.

Salon kecantikan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ada bermacam-macam yaitu: (Depkes RI, 1992 dalam Rodhiya: 36)

1) Menurut jenis pelayanan yang dilakukan/diberikan pada salon kecantikan

a) Salon Kecantikan rambut

b) Salon Kecantikan Kulit

c) Salon kecantikan rambut dan kulit

2) Menurut jenis bahan kosmetik yang digunakan

a) Salon Kecantikan Modern

b) Salon Kecantikan tradisional

c) Salon Kecantikan kombinasi tradisional dan modern

3) Menurut jumlah kosmetik yang digunakan

a) Salon yang menggunakan satu jenis kosmetika produk pabrik tertentu, salon   ini bertugas untuk promosi.

b) Salon yang menggunakan lebih dari satu jenis (merk) kosmetik yang terdaftar di departemen kesehatan sesuai kebutuhan layanan

c) Salon yang menggunakan kosmetik buatan sendiri, tidak menggunakan bahan terlarang dan tidak diperjualbelikan.

4) Kegiatan Layanan Salon Kecantikan

Pelayanan salon kecantikan kepada klien atau masyarakat diklasifikasikan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sarana salon tersebut. Klasifikasi layanan salon dibagi menjadi 3 yaitu :

a) Salon kecantikan tipe D (usaha kecil-kecilan)

Kegiatan pelayanan pada salon kecantikan tipe D adalah pencucian kulit kepala/rambut, pemangkasan/ pemotongan dan pengeringan rambut, penataan rambut, pengeritingan, pengecatan (tanpa pemucatan), perawatan kulit kepala/rambut (Creambath), merawat kulit wajah, tangan, kaki tanpa kelainan, merias wajah sehari-hari (pagi, siang dan sore).

b) Salon Kecantikan tipe C (usaha kecil menengah)

Kegiatan yang dapat dilayani pada salon tipe C adalah pencucian kulit kepala dan rambut, pemangkasan/pemotongan dan pengeringan rambut dan penataan rambut, pengeritingan, pengecatan (dengan pemucatan), perawatan kulit kepala dan rambut (Creambath), perawatan rambut dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokan), merawat kulit wajah (tidak bermasalah), tangan dan kaki, merias wajah sehari-hari,menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki.

c) Salon Kecantikan tipe B (usaha menengah)

Kegiatan pelayanan yang dapat diberikan pada salon kecantikan tipe B yaitu: pencucian kulit kepala dan rambut, pemangkasan, pemotongan dan pengeringan rambut, penataan rambut, pengeritingan, pengecatan (tanpa pemutihan), perawatan kulit kepala dan rambut, merawat kulit wajah bermasalah (Comedo dan Acne, Macula atau Fleck, Binti-bintik), tangan dan kaki, merias wajah sehari-hari (panggung dan khusus), perawatan rambut berkelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokan), Massage (pijit) untuk kecantikan

d) Salon Kecantikan tipe A (usaha menengah keatas dengan ditambah perawatan-perawatan khusus)

Jenis perawatan yang diberikan pada salon kecantikan tipe A lebih  lengkap yaitu seperti layanan pada salon tipe B di tambah perawatanperawatan khusus seperti Siatsu/akupressur, aroma terapi, spa, reflekzone, perawatan dengan alat listrik, perawatan pengantin, dan perawatan ibu hamil dan ibu sesudah melahirkan.
4. Perilaku Kesehatan

Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah fektor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat (Blum: 1974). Oleh sebab itu, dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku ini sangat strategis. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui upaya yang saling betentangan. Masing-masing upaya tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui (Notoatmodjo, 2007):

a. Tekanan (Enforcement)

Upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan atau koersi (coertion). Upaya enforcement ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan (low enforcement), instruksi-instruksi, tekanan-tekanan (fisik atau nonfisik), sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan atau cara ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku. Tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku baru ini tidak langgeng (sutainabel), karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian dan kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan  (Notoatmodjo, 2007).

b. Pendidikan (Education)

Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya, melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan. Memang dampak yang timbul dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat, akan memakan waktu lama dibandingkan dengan cara koersi. Namun demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng, bahkan selama hidup dilakukan (Notoatmodjo, 2007).

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan perilaku kesehatan masyarakat, tampaknya pendekatan edukasi (pendidikan kesehatan) lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan koersi. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau promosi kesehatan suatu bentuk intervensi atau upaya yang ditujukan kepada perilaku, agar perilaku tersebut kondusif untuk kesehatan. Dengan perkataan lain, promosi kesehatan mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Agar intervensi atau upaya tersebut efektif, maka sebelum dilakukan intervensi perlu dilakukan diagnosis atau analisis terhadap masalah perilaku tersebut. Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis perilaku adalah konsep dari Lawrence Green (1980). Menurut Green dalam Notoatmodjo (2007), perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1) Faktor predisposisi (Predisposing faktor)

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Ikhwal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk berperilaku kesehatan, misalnya pemeriksaan bagi ibu hamil, diperlukan pengetahuan dan kesadaran ibu tersebut tentang manfaat periksa kehamilan baik bagi kesehatan ibu sendiri maupun janinnya. Di samping itu, kadang-kadang kepercayaan, tradisi dan sistem nilai masyarakat juga dapat mendorong atau menghambat ibu untuk periksa kehamilan. Misalnya, orang hamil tidak boleh disuntik (periksa kehamilan termasuk memperoleh suntukan anti tetanus), karena suntukan bisa menyebabkan anak cacat. Faktor-faktor ini terutama positif mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah.

2) Faktor pemungkinan (Enabling factors)

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi, dan sebagainya. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan praktik swasta, dan sebagainya. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan pendukung. Misalnya perilaku pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil yang mau periksa kehamilan tidak hanya karena ia tahu dan sadar manfaat periksa kehamilan melainkan ibu tersebut dengan mudah harus dapat memperoleh fasilitas atau tampat periksa kehamilan, misalnya puskesmas, polindes, bidan praktik, ataupun rumah sakit. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung, atau faktor pemungkin.
3) Faktor penguat (Reinforcing factors)

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Termasuk juga di sini undang-undang, peraturan-peraturan, baik dari pusat maupun pemerintahan daerah, yang terkait dengan kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif dan dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para petugas, lebih-lebih para petugas kesehatan. Di samping itu undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat tersebut. Seperti perilaku periksa kehamilan. Juga diperlukan peraturan atau perundang-undangan yang mengharuskan ibu hamil melakukan periksa kehamilan.

Oleh sebab itu, intervensi pendidikan (promosi) hendaknya dimulai dengan mendiagnosis ke-3 faktor penyebab (determinan) tersebut, kemudian intervensinya juga diarahkan terhadap 3 faktor tersebut. Pendekatan ini disebut model Precede, yakni predisposing, reinforcing and enabling cause in educational diagnosis and evaluation.

Apabila konsep Blum yang menjelaskan bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yakni lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan (hereditas), maka promosi kesehatan adalah sebuah intervensi terhadap faktor perilaku (konsep Green), maka kedua konsep tersebut dapat diilustrasikan seperti pada bagan Hubungan Status Kesehatan, Perilaku, dan Pendidikan atau promosi Kesehatan (Notoatmodjo, 2007).
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Gambar 2.1.
 Hubungan Status Kesehatan, Perilaku, dan Kondisi sanitasi
Sumber: DImodifikasi dari Notoatmodjo (2007)

B. Kerangka Teori

Gambar 2.2. 
Kerangka teori menurut Soekanto dan Green dimodofikasi 
oleh Notoatmodjo, 2007
C. Kerangka Konsep




Gambar 2.3. 
Kerangka Konsep

D. Hipotesa 

1. Hipotesis Mayor :

Ada hubungan yang bermakna antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pengelola Dengan Keadaan Sanitasi Salon kecantikan dan barbershop Tipe C di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Hipotesis Minor

a. Ada hubungan Tingkat Pengetahuan Pengelola Salon Tipe C tentang sanitasi Dengan Keadaan Sanitasi Salon kecantikan dan barbershop Tipe C di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik.
b.  Ada hubungan antara Tingkat Sikap Pengelola Salon Tipe C terhadap sanitasi Dengan Keadaan Sanitasi Salon kecantikan dan barbershop Tipe C di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik.
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